
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1979 

TENTANG 
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa  ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil yang sekarang berlaku, dipandang tidak sesuai dengan kadaaan 
dewasa ini, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan; 

 
Mengingat :  1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega- 
waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGA 

WAI NEGERI SIPIL . 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
a. pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang 

mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
; 

  
b. pemberhentian dari jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang 

bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara , tetapi masih 
tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ; 

  
c. hilang adalah suatu keadaan bahwa  seseorang di luar kemauan dan kemampuannya 

tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah 
meninggal dunia; 

  
d. batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus di berhentikan 

sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
 

BAB II 
PEMBERHENTIAN  

 



Bagian Pertama 
Pemberhentian atas Permintaan Sendiri 

 
Pasal 2 

 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil . 
(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk 

paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. 
(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada 
Pemerintah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Kedua 

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun 
 

Pasal 3 
 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . 
(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 56 (lima puluh 

enam) tahun. 
 

Pasal 4 
 
(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu. 
(2) Perpanjangan batas usisa pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 

samapai dengan : 
 

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagu Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 
 

1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian; 
2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada 

perguruan tinggi; 
3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; 

 
b. 60 (enem puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 

 
1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Aanggota Mahkamah Agung; 
2. Jaksa Agung ; 
3. Pimpinan Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ; 
4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ; 
5. Sekretaris Jenderal, Isnpektorat Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan 

di Departemen ; 



6. Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam angka 2, 3, dan 
4; 

7. Eselon II dalam jabatan struktural ; 
8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri 

sesuai dengan profesinya; 
9. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama; 
10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 
11. Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan 

Agama; 
12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar; 
13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; 

 
c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 

 
1. Hakim pada Mahkamah Pelayaran; 
2. Hakim pada Pengadilan Tinggi; 
3. Hakim pada Pengadilan Negeri; 
4. Hakim Agama pada Pangadilan Agama Tingkat Banding; 
5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama; 
6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden . 

 
Pasal 5 

 
Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai 

batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas 
usia pensiun tersebut. 
 

Bagian Ketiga 
Pemberhentian Karena Adanya 

Penyederhanaan Organisasi 
 

Pasal 6 
 

Apabila ada penyederhanaan suatu organisasi Negara yang mengakibatkan adanya 
kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan 
kepada satuan organisasi lainnya. 
 

Pasal 7 
 

Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin 
dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan 



hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak 
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
 

Bagian Keempat 
Pemberhentian Karena Malakukan 

Pelanggaran/tindak Pidana/Penyelewengan 
 

Pasal 8 
 

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil karena: 
a. melanggar Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil , Sumpah/janji jabatan Negeri atau 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; atau 
b. dihukum penjara, berdasarkan keputusanPengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan 
yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau 
diancam dengan pidana yang lebih berat. 

 
Pasal 9 

 
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena: 
a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang 

ada hubungannya dengan jabatan; atau 
b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 

samapi dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
 

Pasal 10 
 

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil apabila ternyata malakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila 
adan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan 
kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah . 
 

Bagian Kelima 
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani 

 
Pasal 11 

 
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak 

Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila 
berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan: 



a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau 
b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau 

lingkungan kerjanya; atau 
c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. 
 
 

Bagian Keenam 
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas 

 
Pasal 12 

 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 

(dua) bulan terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. 
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu 

kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat: 
 

a. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-alasan yang 
dapat diterima;  atau 

b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , apabila ketidak 
hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, 
jika ia ditugaskan kembali. 

 
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) yang dalam waktu 6 

(enam) bulan terus-menerus menggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan 
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . 

 
bagian Ketujuh 

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang 
 

Pasal 13 
 

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap 
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . 
 

Pasal 14 
 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan 

ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. 
(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang 

berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. 
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kemudian 

diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembli sebagai Pegawai Negeri Sipil 
, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak meninggal dunia dengan 
memperhitungkan hak-hak Kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya. 



 
Bagian Kedelapan 

Pemberhentian Karena Hal-hal Lain 
 

Pasal 15 
 
(1) Pegawai Negeri Sipil  yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya 

setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara , diberhentikan dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis 
masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara , tetapi dapat dipekerjakan kelbali 
karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak 
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB III 

HAK-HAK KEPEGAWAIAN 
 

Bagian Pertama 
Hak-hak Pegawai Negeri Sipil  

Yang Diberhentikan Dengan Hormat 
 

Pasal 16 
 

 
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil , diberikan hak-hak Kepegawaian berdasaerkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

Pasal 17 
 
(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 huruf b, dan 

huruf c dan Pasal 15 ayat 92): 
 

a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, 
apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lilma puluh ) tahun dan 
memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 

b. diberhentikan dengan hhormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, 
apabila balum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. 

 
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberhentikan 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun: 
 



a. tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan 
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena 
kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan; 

b. jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, 
apabila oleh Team Penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam 
semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan 
karena ia menjalankan kewajiban jabatan. 

 
 

Pasal 18 
 

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa 
kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. 
 

Bagian Kedua 
Uang Tunggu 

 
Pasal 19 

 
(1) Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap 

kali paling lama 1 (satu) tahun. 
(2) Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 

(9lima) tahun. 
 

Pasal 20 
 
(1) Besarnya uang tunggu adalah: 
 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gajipokok untuk tahun pertama; 
b. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. 

 
(2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan negeri. 
 

Pasal 21 
 

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan 
gajiberkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 22 
 
Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan: 



a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang , setiap kali selambat-lambatnya 
sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu; 

b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri; 
c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat 

di luar wilayah pembayaran. 
 

Pasal 23 
 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam jabatan 

Negeri apabila ada lowongan. 
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat 

kembali dalam jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali. 

 
Pasal 24 

 
Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam 

suatu jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima 
penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil . 
 

Pasal 25 
 

Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat 
yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 26 

 
Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 
dengan hak pensiun , dapat dibebaskan dari jabtannya untuk paling lama 1 (satu) tahun 
dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 27  
 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia 

mencapai batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya. 
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ternyata tidak 

ebrsalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 
mendapat hak-hak Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. 



(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara 
atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
mendapat hak-hak Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. 

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), yang dipidana penjara 
atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, karena melakukan suatu tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung 
sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena 
dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum  yang tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8. 

 
Pasal 28 

 
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari 

jabtan organiknya, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan 
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , dengan mendapat hak-hak Kepegawaian 
berdasarkanperun yang berlaku. 
 

Pasal 29 
 

Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil , berlaku terhitung sejak akhir bulan 
pemberhentian yang bersangkutan. 
 

Pasal 30 
 

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mencapai usia 56 
(llima puluh enam) tahun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan 
pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil  dan tidak dibebaskan dari jabatannya, 
maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi mereka. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 31 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Presiden . 
 



Pasal 32 
 

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh 
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara . 
 

Pasal 33 
 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 tentang Peraturan Yang Mengatur 

Penghasilan Pegawai Negeri  Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri 
Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaanya (Lembaran Negara Tahun 1951 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 93); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 tentang Peremajaan Alat-alat Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1686); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 tentang Pemberian Penghasilan 
Kepada Pegawai-pegawai Negeri Yang Berhutang Dengan “Retooling” Diberikan 
Dengan Hormat Dari Jabatannya/jabatan Negeri (Lembaran Negara Tahun 1961 
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2364); 

d. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah ini. 

 
Pasal 34 

 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang mengtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia . 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 September 1979 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
ttd. 

 
SOEHARTO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 September 1979 
 
MENTERI/ SEKRETARIS NEGARA  
       REPUBLIK INDONESIA 
 
                     ttd. 



 
       SUDHARMONO, SH. 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 47.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 1979 

TENTANG 
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
UMUM 
 

Ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang 
sekarang berlaku, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan , dan 
materinyapun ada yang tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu 
disederhanakan dan disempurnakan.  

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian . 

 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka syarat-syarat dan cara-cara 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi lebih jelas dan seragam. sehingga 
memudahkan pelaksanaan tugas para pejabat yang berwenang . 
 

PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
 

Ayat (1) 
 

Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti sebagai Pegawai 
Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . 



 
Ayat (2) 

 
Penundaan atas permintaan berhenti dari seorang Pegawai Negeri Sipil , hanyalah 

didasarkan semata-mata untuk kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya dengan 
berhentinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan sangat mengganggu kelancaran 
pelaksanaan tugas. Permintaan berhenti yang dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) 
tahun , antara lain adalah permintaan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil yang sedang 
melaksanakan tugas yang penting. Penundaan ini dilakukan untuk paling lama 1 (satu) 
tahun, sehingga dengan demikian pimpinan instansi yang bersangkutan dapat 
mempersiapkan penggantinya. 
 
 
 

Ayat (3) 
 

Permintaan berhenti yang dapat ditolak, antara lain adalah pemintaan berhenti dari 
seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan ikatan dinas, wajib militer, dan 
lain-lain yang serupa dengan itu. 
 

Pasal 3 
 

Ayat (1) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 

Ditinjau dari sudut fisik, pada umumnya usia 56 (lima puluh enam) tahun adalah 
merupakan batas usia seorang Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya 
secara ebrdayaguna dan berhasilguna. 
 

Pasal 4 
 

Ayat (1) 
 

Bagi jabatan-jabatan tertentu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
keahlian dan pengalaman yang matang. Pegawai Negeri Sipil yang demikian pada 
umumnya sangat terbatas jumlahnya, dan sebagian terdiri dari mereka yang telah berusia 
56 (lima puluh enam) tahun atau lebih. Berhubung dengan itu maka untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas, batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan 
tertentu itu dapat diperpanjang dengan memperhatikan keadaan kesehatannya. 
 

Ayat (2) 
 



Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi memangku jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ini dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau 
jabatan yang lebih tinggi, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil . 
 

Pasal 5 
 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secara tertulis 
oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua 
golongan. Jangka waktu 1 (satu0 tahun itu dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
tugasnya. Dalam waktu 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus 
sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha Kepegawaian , sehingga 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada 
waktunya. 
 

Pasal 6 
 

Organisasi bukan tujuan, tetapi organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas 
pokok, oleh sebab itu susunan suatu satuan organisasi harus selalu disesuaikan dengan 
perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai dayaguna dan 
hasilguna yang sebesar-besarnya. 
 

Perubahan satuan organisasi Negara adakalanya mengakibatkan kelebihan 
Pegawai Negeri Sipil . Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil 
yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi Negara yang lainya. 
 

Pasal 7 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 
dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung 
pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang 
dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. 
a. Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil , Sumpah/janji Jabatan Negeri, dan Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil . 
Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasn 
yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. 



b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana 
kejahatan yang berat. 
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, 
namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana 
itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang 
dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. 
Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil 
yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak , atau 
apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah 
dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula 
dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan. 

 
Pasal 9 

 
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan 

keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena 
melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud ddalam pasal ini, harus 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . Ketentuan ini tidak 
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan. 
 

Huruf a 
 

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah 
merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan 
keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena 
malakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 
hubungannya dengan jabatan atau pekerjaanya, maka Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan 
kepercayaan yang diberikan kepadanya. 
Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 413 samapai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
 

Huruf b 
 

Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 samapai dengan 
Pasal 161 KUHP, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana 
kejahatan itu, adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara , kejahatan yang 
melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden , kejahatan terhadap Negara dan Kepala 
Negara /Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiab Negara , 
hak-hak Negara , dan kejahatan terhadap Ketertiban umum.  



Berhubung dengan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana 
tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat. 
 

Pasal 10 
 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur negara , Abdi Negara , dan Abdi 
Masyarakat yang ternyata telah malakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah 
Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau 
melakukan kegiatan yang emnentang Negara dan atau Pemerintah sudah menyalahi 
sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil . Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang 
demikian harus diberhentikan tidak dengan hormat. Usaha atau kegiatan mana yang 
merupakan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-
Undang Dasar 1945, serta kegiatan atau gerakan mana yang merupakan kegiatan atau 
gerakan yang menentang Negara dan atau Pancasila , diputuskan oleh Presiden . 
 

Pasal 11 
 

Huruf a 
 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang telah dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan 
bahwa  keadaan kesehatan jasmani dan atau rohani yang bersangkutan sudah sedemikian 
rupa, sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri. 
 

Huruf b 
 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang telah dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan 
bahwa  yang bersangkutan menderita penyakit atau kelainan yang sedemikian rupa, 
sehingga apabila ia dipekerjakan terus dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang 
lain, umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit jiwa yang 
berbahaya. 
 

Huruf c 
 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang setelah berakhirnya cuti belum mampu bekerja kembali, yang 
dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan. 
 

Pasal 12 
 

Ayat (1) 
 

yang dimaksud dengan meninggalkan tugas secara tidak sah adalah meninggalkan 
tugas tanpa izin dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. 



 
Ayat (2) 

 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat ditugaskan 

kembali atau dapat pula diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . 
 

Huruf a 
 

Apabila alasan-alasan meninggalkan tugas secara tidak sah itu dapat diterima oleh 
pejabat yang berwenang , maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat ditugaskan 
kembali setelah lebih dahulu dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Huruf b 
 

Apabila alasan-alasan meninggalkan tugas secara tidak sah itu tidak dapat 
diterima oleh pejabata yang berwenang , atau apabila menurut pendapat pejabat yang 
berwenang akan mungkin mengganggu suasana atau disiplin kerja apabila Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan kembali, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut 
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil mulai pada bulan dihentikan 
pembayaran gajinya. 
 
 

Ayat (3) 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
 

Untuk kelengkapan tata usaha Kepegawaian , maka pimpinan instansi yang 
bersangkutan membuat surat keterangan meninggal dunia. 
 

Pasal 14 
 

Ayat (1) 
 

Pegawai Negeri Sipil yang hilang selama 12 (dua belas) tahun, dianggap sebagai 
Pegawai Negeri Sipil yang masih tetap bekerja oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainya 
yang berhak diterimanya diterimakan kepada keluarganya. Yaitu isteri, suami, atau anak 
yang sah. Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Pegawai Negeri Sipil yang 
hilang itu belum juga diketemukan, maka ia dianggap telah meninggal dunia pada akhir 
bulan kedua belas dan kepada keluarganya diberikan uang duka wafat atau uang duka 
tewas dan hak-hak Kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 



Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 

Hak-hak Kepegawaian yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
ini, tidak termasuk uang duka wafat atau uang duka tewas. 
 

Pasal 15 
 

Ayat 1) 
 

Yang dimaksud dengan instansi induk, adalah Departemen , Kejaksaan Agung, 
Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen 
, Daerah Otonom, dan instansi lain yang ditentukan oleh Presiden . 
 

Ayat (2) 
 

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa 
pemberhentian dengan hormat sebagao Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian dengan 
hormat dari jabatan negeri. Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 17. 
 

Pasal 16 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
 

Ayat (1) 
Huruf a 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

 
Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia sekurnag-kurangnya 50 (lima puluh) tahun 
dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia 
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. 
Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil 
tersebut telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi 
belum mencapai batas usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun , maka ia 
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya 
ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun. 



Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil 
tersebut belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 
maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. 
 

Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

 
Ayat (1) 

 
Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan , pemberian uang 

tunggu setiap kali ditetapkan untuk paling lama 1 (satu) tahun. 
 

Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
 

Penerimaan uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil , oleh 
sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan 
pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penilaian pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai dasar untuk pemberian kenaikan 
gaji berkala, adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan terakhir sebelum Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. 
Gaji pokok terakhir setelah mendapat kenaikan gaji berkala digunakan sebagai dasar 
pemberian uang tunggu. 
 

Pasal 22 
 

Huruf a 
 
Pelaporan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, dilakukan melalui saluran hierarki. 
 

Huruf b 
 



Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
 

Ayat (1) 
 

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dilakukan dengan 
memperhatikan keahlian, pengalaman, dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan. 

 
Ayat (2) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 26 
 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah semua penghasilan 
sebagai Pegawai Negeri Sipil , kecuali tunjangan jabatan. 
 

Pasal 27 
 

Ayat (1) 
 

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, adalah karena 
dituduh melakukan sesuatu tindak pidana , oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah 
ia bersalah atau tidak. 
Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia 
menerima bahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentian 
sementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagian gajinya dihentikan 
, sehingga dengan demikian dapat dihendarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan 
Negara . 
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan 
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
 

Ayat (2) 
 



Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 28 samapai dengan Pasal 34 
 

Cukup jelas. 
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